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A. Latar Belakang Masalah

Lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang delam sistem
hukum Indonesia. Indonesia telah memiliki peratuyamg mengatur tentang
kepailitan karena diwarisi dari zaman Hindia Bekand/ang diatur dalam
Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in
Nederlands Indie (Faillissement Verordening), Staatsblaad 1905 Nomor 217
juncto Staatsblaad 1906 Nomor 348. Berdasarkan Staatisti2@6 Nomor 348
maka Peraturan Kepailitan mulai berlaku tanggal a@veéxnber 1906 dan
selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentdalam Buku Il Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD).

Terjadinya krisis ekonomi dan gejolak moneter tah887 yang melanda
Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besdrat@ap perekonomian dan
perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha datagembangkan usahanya
sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan gselagan kegiatan
usahanya tidak mudah, mengingat modal yang digerpéga pengusaha pada
umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yangsabeari bank,
penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun eanaybng diperbolehkan,

telah menimbulkan banyak permasalahan penyelepaitang.

"M.Hadi Subhan,Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.5-6.



Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengundandRaraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tah98 iéhtang Perubahan
Atas Undang-undang tentang Kepailitdrai(lissement Verordening, Staatsblaad
1905 Nomor 217uncto Staatsblaad 1906 Nomor 348), yang kemudian dikatap
menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentangalitan, karena
peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dekgfautuhan dan perkembangan
hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piut&agah satu perubahan
terpenting dari peraturan kepailitan tersebut ddglambentukan Pengadilan
Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga masih dalagkupm Pengadilan Negeri
waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1HAuial970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakimamto Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undamiguty Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaahakimarf

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah HgagaNiaga
Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keputusssid®n Nomor 97 Tahun
1999, 18 Agustus 1999, didirikan Pengadilan NiagaMdkassar, Surabaya,
Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangatulparlintuk menyelesaikan
sengketa-sengketa niaga seperti masalah kepadaanmasalah-masalah yang

terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

’Ibid,hal.101.

®Direktorat Hukum dan Hak Asasi ManusiaEksistenss Pengadilan Niaga dan
Perkembangannya Dalam Era Globalisas, tersedia di http://www.bappenas.go.id, diaksagdal
25 Desember 2009.



Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Ta808 tentang
Kepailitan mengalami perubahan dan penyempurnagh neenjadi Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danuRdaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Undang-Undang No37oTahun 2004,
kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataalit papada Pengadilan

Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai higriku

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utgagg telah jatuh
tempo dan dapat ditagih.

Di dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur ldaditur, biasanya
tidak selalu berjalan lancar sehingga dalam merkgpauatu perjanjian para
pihak adakalanya memasukkan klausula arbitrasemdadarjanjian tersebut.
Klausula arbitrase ini sangat penting bagi parakp#pabila terjadi sengketa atau
perselisihan diantara para pihak. Perselisihnan y@ngdi dapat diselesaikan
melalui peradilan umum atau arbitrase, tetapi @ ini para pihak cenderung
menggunakan arbitrase daripada peradilan umum. trAskei adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar panagihum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertukh qgdara pihak yang bersengketa

dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter yaibgridwewenang untuk

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 260éng Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.



memutuskan sengketa. Arbitrase memiliki kelebihabamtdlingkan dengan

peradilan umum antara lain :

=

Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

2. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan katead prosedur dan
administratif;

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut kieyalhya mempunyai
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yakgp cmengenai
masalah yang disengketakan, jujur, dan adil,

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk yelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggatatiase;dan

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat pdrak dengan

melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atalgugsung dapat

dilaksanakan.

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akamgmenakan arbitrase
dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa tefhadlaksanaan perjanjian yang
mereka buat maka para pihak tersebut akan menggonatkbitrase sebagai
penyelesaiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 37 &004, jika debitur
sudah berada dalam keadaan berhenti membayar wdah sidak mampu lagi
membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusant pddh Pengadilan Niaga,
baik atas permohonan kreditur maupun debitur ihdisieatau pihak lainnya yang
ditentukan menurut undang-undang ini. Akan tetapiabila dalam perjanjian
tersebut memuat klausula arbitrase, apakah dehatiau kreditur dapat
mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilana\yagg berwenang untuk
memeriksa perkara tersebut, atau diselesaikan umgledsedur arbitrase sesuai

dengan isi perjanjian.

*Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 189@rig Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.



Dalam hubungannya dengan masalah sengketa yang dlapkesaikan
melalui arbitrase, Sutan Remy Sjahdeini pernah dmetgpat bahwa sengketa
kepailitan merupakan sengketa yang seyogyanya disgelesaikan melalui jalur
arbitrase. Dengan kata lain, lembaga arbitrase rgeimyga berwenang untuk
menyelesaikan sengketa kepailitan, disamping PdéiagadNiaga. Namun,
berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung, Putusan fK24/1999, ditentukan
bahwa perkara kepailitan tidak dapat diajukan plesggannya kepada arbitrase,
karena telah diatur secara khusus dalam UndangrAgnNamor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan, sesuai dengan Pasal 280 ayaydtig berwenang memeriksa

dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilagali

Hal ini kemudian dikuatkan dengan Pasal 303 Undangang Nomor
37 Tahun 2004, yaitu “Pengadilan tetap berwenangeni&sa dan menyelesaikan
permohonan pernyataan pailit dari pihak yang térperjanjian yang memuat
klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjagirdaermohonan pailit telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Raaght (1) undang-

undang ini”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarikk mengadakan
penelitian dengan judul “KOMPETENSI PENGADILAN NIAG DALAM
MENYELESAIKAN  PERKARA  KEPAILITAN YANG MEMUAT

KLAUSULA ARBITRASE”.

®Achmad DaniriMemilih Arbitrase Untuk Atasi Sengketa, tersedia di http#Www.governance-
indonesia.comdiakses tanggal 25 Desember 2009.




B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan daliatar belakang
pemilihan judul di atas maka dalam ruang lingkupm@esalahan ini penulis perlu
membatasi sedemikian rupa agar masalah yang dilistaks menyimpang dari
sasarannya. Untuk mengatasi permasalahan ini makalip mengangkat

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Niaga dalam etesajkan
perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase?

2. Apakah kreditur dapat mengajukan permohonan pé&#dit Pengadilan
Niaga apabila terdapat klausula arbitrase?

3. Bagaimanakah penyelesaian perkara kepailitan yaegwat klausula
arbitrase, jika dilihat dari penerapan asas hukexispecialis derogat lex

generalis ?

C. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Niaga datanyelesaikan
perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui apakah kreditur dapat mengajullam@honan pailit

ke Pengadilan Niaga apabila terdapat klausularasait



3. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kepailitang yaemuat klausula
arbitrase, jika dilihat dari penerapan asas hukaxspecialis derogat lex

generalis.

D. Manfaat Pendlitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Untuk memperdalam dan memperkaya khasanah pengetahubidang
hukum perdata, khususnya dalam hal penyelesaid@naekepailitan di

Pengadilan Niaga, dalam rangka untuk memperoleastegm hukum.

2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan kepastian hukum bagi para kreditl@bitur, dan
praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara kepailiyang memuat

klausula arbitrase.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan y&tgdeiraikan dalam

Bab 11l sebelumnya maka dapat ditarik kesimpuldragai berikut :

1. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Pengadilan Niag&@p berwenang
memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit gl pihak yang
terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrasganjang utang yang
menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telamenehi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Uridadgng Nomor 37
Tahun 2004. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bé@3dUndang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004. Kebebasan berkontaho(ce of Law) yang ada
dalam perkara kepailitan tidak berpengaruh ataaktibrlaku mutlak.

2. Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Bditgn Niaga
apabila terdapat klausula arbitrase, persyaratameigg mengacu pada
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor &l 2004 dan
prosedur permohonan pailit yang diajukan oleh kuedierhadap debitur
yang terikat klausula arbitrase pun juga sama demmgases kepailitan
biasa. Kreditor juga tetap dapat mengajukan permamopailit ke
Pengadilan Niaga walaupun sebelumnya permohonéinh tpasebut telah

diajukan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasitmddnesia (BANI).



3. Penyelesaian perkara kepailitan yang memuat klausdbitrase, jika
dilihat dari penerapan asas hukuex specialis derogat lex generalis
dalam beberapa kasus yang ada diselesaikan demgefisipan hukum
oleh majelis hakim yang menjadi yurisprudensi baakim selanjutnya,
sehingga telah menempatkan undang-undang kepaib&agailex

specialis dan undang-undang arbitrase sebégageneralis.

B. Saran

1. Dengan adanya beberapa kasus perkara kepailitapnigamuat klausula
arbitrase yang telah diputus dan semuanya telahpuoneyai kekuatan
hukum tetap berarti sudah dapat dijadikan yurispngdtetap dan salah
satu sumber hukum di Indonesia yang dapat mengdibrpan bagi para
hakim.

2. Pemerintah hendaknya dapat segera memikirkan umgemabuat suatu
peraturan atau lembaga tertentu yang berwenang etesaykan apabila
timbul masalah mengenai tumpang tindih antara peratkhusus yang
satu dengan peraturan khusus yang lain, misalngaaab/indang-Undang
Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase.

3. Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatgema&nPengadilan
Niaga sehingga dapat dibandingkan Undang-Undangaikiam dan
PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase, seandainya fadamena

hukumnya akan mengalami perubahan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Fuady, MunirHukum Pailit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Harahap, M. YahyaArbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Hartono, SumartiPengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,

Liberti, Yogyakarta, 1981.

Hoff, Jerry, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy

Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, ak&, 2000.

Jono,Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, SudiknoHukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta,

1988.

Nating, Imran,Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan

Pemberesan Harta Pailit, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Prodjohamidjojo, MartimarRroses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Purwosutjipto,Pengertian dan Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 :

Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Djambatan Jakarta, .



Sjahdeini, Sutan Remyjukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,

2002.

Subhan, M. HadiHukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawingtakum Acara Perdata

dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung, 1997

Usman, RachmadiDimens Hukum Kepalitan di Indonesia, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Widjaja, GunawanResiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, Forum Sahabat,

Jakarta, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yar8eri Hukum Bisnis. Hukum Arbitrase, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjajeégeri Hukum Bisnis: Kepailitan, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Seminar dan M akalah

Aria Suyudi et. al.,Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan

Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakaf04.

Ricardo SimanjuntakKlausula Arbitrase dan Wewenang Pengadilan Niaga-
Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, Kerjasama antara Pusat

Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarted,21.duni 2002.



Perundang-undangan

Het Herzene Indonesische Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBQ).

Reglement op de Rechtsverordering (RV).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Keteritetantuan Pokok
Kekuasaaan Kehakimajuncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 TaBuW0 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasahakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamghng juncto
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrdse Alternatif

Penyelesaian Sengketa.



Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang &wnoltan Pengadilan
Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pdagadegeri Medan,

Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negerafang.

Yurisprudens

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/PAILIT/1999/PNGIA.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 32/PAILIT/1999/PNGIA.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 81/PAILIT/2000/PRNGIA.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/PAILIT/2003/PRNGIA.JKT.PST.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 12/K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 19/K/N/1999.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 06/K/N/2001.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/2004.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomd?K/3/1999.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomd?K//1999.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomd?K¥iN/2001.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomd?Ki/2004.
Inter net

Achmad Daniri, Memilih Arbitrase Untuk Atasi Sengketa, tersedia di

www.governance-indonesia.com, diakses tanggal Zember 2009.

Aria Suyudi, Kepailitan dan Arbitrase, tersedia diwww.hukumonline.com

diakses tanggal 21 Januari 2011.



Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusigksistenss Pengadilan Niaga dan
Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, tersedia di www.bappenas.go.id,

diakses tanggal 25 Desember 2009.

Pan Mohamad FaizKemungkinan Diajukannya Perkara dengan Klausula
Arbitrase ke muka Pengadilan, tersedia di http://www.blogger.com, diakses

tanggal 30 Desember 2010.

Peradilan Niaga, tersediawww.viedkamedia.wordpress.comliakses tanggal 30

Desember 2010.

Kamus Hukum, tersedia diww.kamushukum.cordiakses tanggal 30 Desember

2010.



